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Pemprov Tunggu Data ASN Korupsi

BENGKULU, BE - Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu masih
menunggu data dari Badan Kepegawaian
Negara (BKN) soal aparatur sipil negara (ASN)
di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berstatus
terpidana korupsi.

"Kami masih menunggu data siapa saja
ASN koruptor tersebut, setelah datanya turun
dari pusat maka akan kami pecat langsung,”
kata Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Dra Hj
Diah Irianti MSi, Sabtu (15/9).

Ia menegaskan, BKD akan memproses
pemberhentian ASN terpidana korupsi jika
datanya sudah masuk. Hal ini mengingat
Pemprov sudah lama menerapkan sanksi
pemberhentian terhadap PNS yang terlibat
kasus korupsi.

"Pokoknya ketika orang kena tipikor, sudah

inkrah, putusannya ada kita langsung eksekusi,

masalah kerugian negara kami belum tahu,’
tutur Diah.

Berdasarkan data yang dirilis Badan
Kepegawaian Negara (BKN), ada 20 PNS di
Bengkulu dengan rincian 1 orang di Pemerintah
Provinsi dan 19 orang di kabupaten/kota
yang pernah tersandung kasus korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah
Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT
mengaku akan menindak tegas apabila ASN
pelaku tipikor masih bekerja di lingkungan
Pemprov Bengkulu.

"Saya akan tindak tegas ASN keruptor tersebut
dan memecatnya segera,” ujar Nopian.

Pihaknya akan menyelidiki terlebih dahulu
atas data dari Badan Kepegawaian Daerah
dan mencocokkan figur ASN itu, benar 20
orang atau tidak. Untuk lebih jelasnya, ia
belum ingin berkomentar banyak karena
tidak memegang informasi apapun.
~ "Datanya pasti ada, sudah by sistem kalau
ditarik pasti dapat. Cuma saya belum sempat
cek, nanti saya minta datanya ke BKD,” tutur
Nopian.

Jika para ASN berstatus inkrah, ia menegaskan

tinggal menunggu waktu untuk diberhentikan,

Sebab, ASN yang terpidana
tipikor memang tidak akan
mendapat tunjangan apapun
saat sudah pensiun.

"Dasarnya kita surat

keputusan yang berkekuatan
tetap itu. Baru kita proses
pemberhentian. Dia juga tidak
akan dapat uang pensiun,’
tutup Nopian.

Sementara itu, Koordinator
Wilayah Sumatera 11 Unit

Koordinasi dan Supervisi
Bidang Korsupgah KPK,
Adlinsyah M Nasution
mengaku, ada satu ASN di
Pemerintah Provinsi Bengkulu
yang hingga kini masih aktif.
ASN tersebut tersandungkasus
korupsi dan

keputusannya sudah inkrah.
Bahkan, ia sudah
menyampaikan hal tersebut
kepada Plt Gubernur Bengkulu

pada Juli 2018 lalu, namun
hingga kini belum memberikan
tindakan.

"Saya sudah cek di Bengkulu,
masih banyak ASN yang
dipekerjakan kembali setelah
menjalani hukuman pidana.
Saya tanya kenapa belum di
pecat dengan tidak hormat,
jawab Pak Gubernur kasihan,”
ujar Adliansyah.

Padahal, berdasarkan

Undang-undang Nomor 5
Tahun 2017 dinyatakan bahwa
ASN yang terlibat korupsi harus
dipecat dengan tidak hormat,
meskipun ASN tersebut hanya
divonis penjara 1 hari.
"Intinya peraturan tersebut
telah tegas, jadi harus
dijalankan dengan maksimal
agar pemerintahan bersih
bebas dari bekas koruptor,”
tutupnya.(999)



